
 

 

BUPATI LAMPUNG UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

NOMOR 14 TAHUN  2011 
 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN  PUNGUTAN 

 HASIL HUTAN IKUTAN DAN KAYU HASIL HUTAN RAKYAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 
Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan 
Ikutan dan Kayu Hasil Hutan Rakyat, berdasarkan hasil kajian 
Tim Departemen Dalam Negeri bertentangan dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi;  

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 
188.34/2682/SJ, tanggal 2 Juli 2010 perihal Klarifikasi 
Peraturan Daerah dan Surat Gubernur Lampung Nomor 
188.342/2007/03/2010, tanggal 10 Agustus 2010, perihal 
Penghentian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 
2000, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah  
Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Ikutan dan Kayu Hasil 
Hutan Rakyat;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b 
tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Utara. 

Mengingat : 1. Undang – Undang  Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 ) Jo. 
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3687); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3767), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914); 

10. Peraturan   Pemerintan  Nomor  6 Tahun  2007  tentang   Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Penggelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Penggelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 
Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Tahun 2009 Nomor 09). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

dan 
BUPATI LAMPUNG UTARA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA 
NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN 
PUNGUTAN HASIL HUTAN IKUTAN DAN KAYU HASIL 
HUTAN RAKYAT. 

 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 Tahun 
2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Ikutan dan 
Kayu Hasil Hutan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Utara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara. 

 
Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal    15 Juli   2011 
 

       BUPATI LAMPUNG UTARA, 

 
                    

        ZAINAL ABIDIN 

 
Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal  15  Juli  2011 
 
      SEKRETARIS DAERAH, 
                
                        
 
      Drs. P A R Y A D I. MM 
    PEMBINA UTAMA MUDA 
  NIP. 19591010 198303 1 019 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR   
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